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RINGHRASAN

Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia menghadapi krisis moncter, vang
menjach knisis ekonomi vang berpengaruh pada segala segt kehidupan termasuk
kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakvat. Kondisi knsis i dukuh
pula oleh perubahan politk vang sangat cepat dengan tuntutan akan adanya
reformas) diberbagar bidang pemerintahan. Tuntutan vang dimaksud adalah
adanva peningkatan peran pemerintah daerah dalam bentuk menvelenggarakan
otonomi daerah dan pemberan wewenang vang lebih luas, nyata, dan
bertangeung jawab,

Dalam mewujudkan otonomi daerah vang luas, nvata, dan bertanggung
lawab maka pemenntah daerah kabupaten'’kota diberi kewenangan untuk
mengelola keuangan dacrahnva sendini. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam
memenuhi anggaran pendapatan ash daerah berusaha menggali potensi daerah
vang ada Salah satunya berasal dan sektor pajak daerah dan. Pada kenyataannya
pajak daerah mempunyal kontribusi vang cukup besar terhadap pemasukan
pendapatan ash daerah ltulah sebabnya penulis tertarik untuk menulis skripsti
dengan judul | Fungsi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Ash
Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jember.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk menganalisis dan mengkaji tentang
seberapa besar fungsi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan ashi daerah
dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jember, Dalam penulisan
skripsi un akan dibahas mengenai besarnya penerimaan dan scluruh sektor pajak
daerah dalam 3 tahun anggaran terakhir juga memberikan paparan tentang upava
Pemenntah Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli
dacrah, hambatan vyang dihadapi, cara mengatasinya dan bagaimana
memanfaatkan faktor pendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
{(pajak Daerah).

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis
normatif. Sedangkan sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sumber

data sekunder. Penulisan karya ilmiah ini  dalam pengumpulan datanya

1l
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menggunakan studi literatur dan studi lapangan Sedangkan dalam menganalisis
datanva mengeunakan disknptil kuahtatf

Berdasarkan hastl penelitian melalui wawancara dan studi dokumentasi
milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diperoleh kesimpulan bahwa
secara umum  terjadi peningkatan penenmaan dan seluruh sektor pajak daerah
dalam 3 tahun terakhir. Penurunaan penerimaan hanya terjadi pada pajak hiburan
vang disebabkan banvaknya obyek pajak vang tutup serta rendahnya kemampuan
kelembagaan dinas dalam menggali potensi dacrah yang berasal dari pajak
penerangan jalan.

Berdasarkan data perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2000, 2001, 2002 diperoleh keterangan bahwa secara keseluruhan
kontribusi pajak daerah terhadap pemasukan pendapatan asli daerah berkisar pada
23.64 % - 29, 58 %, Jadi dapat disimpulkan sckitar 70 % penerimaan pendapatan
ash daerah berasal dan retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, lain-lain
pendapatan ash daerah yang sah.

Dengan memperhatikan kenyataan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten
Jember berupava meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor
pajak daerah melalwi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku perangkat daerah
vang bertanggung jawab terhadap seluruh penenimaan daerah. melakukan
pemungutan terhadap sumber pendapatan daerah, salah satu diantaranya pajak
daerah. Dalam melakukan pemungutan pajak daerah Dinas Pendapatan Dacrah
kerap kali menghadapi hambatan yang bersifat intern dan ekstern. Oleh karenanya
untuk meningkaikan penerimaan dari sektor pajak daerah, Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember melakukan langkah 1utensifikasi dan ekstensifikasi
pungutan serta berupaya memanfaatkan faktor pendukung vang dimiliki oleh
dacrah. Pemanfaatan faktor pendukung diharapkan dapat memngkatkan

penerimaan dari pajak daerah dengan menciptakan obyek-obyek pajak yang baru.

be L
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penvelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan
nastonal untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan
pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Pasal | Undang - Undang Dasar
1945 menetapkan negara Indonesia sebagai negara kesatuan vang berbentuk
republik. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang

Pada penjelasan pasal tersebut, antara lain dikemukakan bahwa oleh karena
Negara Indonesia itu suatu negara kesatuan, maka Indonesia  tdak akan
mempunval dacrah dalam lingkungannya vang bersifat negara juga Daerah
Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan dacrah propinst akan dibagi
dalam dacrah vang lebih kecil Di daerah-daerah yang bersilat otonom atau
bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan
dengan undang-undang.

Pemberian kewenangan otonom kepada dacrah kabupaten dan daerah kota
didasarkan kepada asas desentrahisasi saja dalam wujud olonomi vang luas, nyata,
dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah
untuk menyelengearakan pemerintahan vang mencakup kewenangan semua
bidang pemerintahan. kecuali kewenangan di hidang politik luar neger,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, apama. serta kewenangan
bidang lainnya vang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping
i, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan vang utuh dan bulat dalam
penvelenggaraanmva  mular  dan perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,
pengendahian. dan evaluasi

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemenntah Daerah. vang dimaksud dengan otonomi sang nvata adalah

keleluasaan daerah  untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di
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bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan
berkembang di daerah.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan otonomi vang bertanggungjawab
adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian
hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban vang harus
dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar dacrah
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi
untuk daerah propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas
kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak dan belum dilaksanakan oleh
daerah kabupaten dan daerah kota, serta kewenangan di bidang pemenntahan
tertentu lainnya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dan
pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan
pengaturan sumber daya nasional vang memberikan kesempatan bagi peningkatan
demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masvarakat
menuju masyarakat madani vang bebas dan korupsi. kolusi dan nepotisme.
Penvelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemenintah negara
dimaksudkan untuk meningkatkan dava guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemenntahan dan pelavanan masvarakat. Sebagai daerah otonom. daerah
mempunyal kewenangan dan tanggung jawab menvelenggarakan kepentingan
masvarakat, dan pertanggungjawaban kepada masvarakat

Menurut  Zumiwati  (dalam Halim. 2002.345) menvatakan bahwa
pembangunan  merupakan  perubahan  vang  berencana. terarah  dan
berkesinambungan kearah vang lebih baik dan keadaan sebelumnva

Menurut Siagian (dalam Halim. 2002:345). pembangunan adalah proses

perubahan yang terencana dari suatu kondist nasional ke suatu situas) nasional
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vang lain yang di nilai lebih tingg, dengan kata lain menyangkut proses
perbatkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diberi kewenangan
untuk mengatur dan menyusun keuangan daerahnya sendin, termasuk di
dalamnya pajak vang dipungut di daerahnya selama hal itu tidak bertentangan
dengan kebijaksanaan pemerintah tingkat atasnya.

Pada Kabupaten/Kota, penerimaan dan sektor pajak daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting selain retribusi dan pendapatan
lain lain yang sah yang menurut ketentuan perundang-undangan menjadi hak
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungutnya sebagai pendapatan asli daerah
vang digunakan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan
sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan otonomi dacrah sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pemenintah Daerah
Kabupaten Jember perlu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah
termasuk dari sektor pajak daerah. Usaha peningkatan pendapatan pajak daerah
akan berpangkal pada peningkatan kapasitas administrasi daerah yang
menjangkau segi-segi vang berhubungan dengan tata kerja dan hubungan kerja
dimas teknis. Dalam hal 1n1 pemungutan atas pendapatan daerah menjadi tugas dan
Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai pelaksana kebijaksanaan
kepala daerah di bidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember mengkoordinasikan  seluruh  Kegiatan vyang  berkaitan  dengan
pengumpulan, pcmun;gutan alas masukan daerah khususnva pajak ke dalam kas
daerah.  Oleh Kkarena 1tu Pemernintah Daerah Kabupaten Jember dalam
meningkatkan pendapatan pajak daerahnva, mengeluarkan kebijakan berupa
peraturan daerah tentang ketentuan - ketentuan pajak daerah dar berbagai sekior
pajak daerah Pembuatan peraturan daerah mengacu pada peraturan perundang-
undangan vang berlaku agar mampu mencapal dava guna dan hasil guna secara

optimal
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Dengan mendasarkan padahal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk
menyusun skripsi dengan Judul
Fungsi Pajak Dacerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Jember

1.2 Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai
batasan ruang lingkup materi vang akan dibahas, hal ini dilakukan untuk
menghindar adanya penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan
menghindari terjadi pengembangan vang terlalu luas, sehingga tujuan dan maksud
penulisan skripsi ini tetap terjaga. Judul sknpsi im secara lengkap adalah :

“Fungsi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Ash Daerah Dalam

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jember”, ruang lingkup tersebut adalah

sebagai berikut :

a  Menurut Ibnu Mas’ad (1991:17). Pengertian fungsi adalah suatu kontribusi
dari unsur tertentu pada kegiatan dan keseluruhan.

b. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pasal 1 angka 6, Pajak
Dacrah adalah wuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung vang seimbang, vang dapat dipaksakan
berdasarkan peruindang-undangan vyang berlaku. wvang digunakan untuk
membiayal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

¢. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 79. Pendapatan Ash
Daerah adalah Pendapatan atau penghasilan vang digali dan daerah itu sendin
vang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik
daerah dan hasil pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan. dan lain-lain
pendapatan dacrah vang sah.

d  Menurut Zurmiwat (dalam Halim. 2002 345 ) Pembangunan adalah perubahan
vang berencana. terarah, dan berkesinambungan kearah vang lebih baik dan

keadaan sebelumnyva,
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Secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah kontribusi
seluruh sektor pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember,

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkupnya, maka dapat ditarik
beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah di Pemernintah Dacrah Kabupaten Jember?

3%

Upaya apa saja vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya  dan

bagaimana memanfaatkan faktor pendukung tersebut?

1.4  Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum  penulisan skripsi ini adalah -
I Untuk  memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada
lakultas Hukum Universitas Jember.
2. Unwk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi
hukum dan almamater tercinta untuk nantinva dapat dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknva

ua

Untuk perkembangan bidang hukum tata negara. hukum administrasi

negara. dan hukum perpajakan
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah -
|. Untuk mengetahui  kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan
pendapatan asli dacrah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Jember;

b2

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi, cara mengatasinya, dan
memanfaatkan faktor pendukung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Dacrah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
(pajak daerah).

1.5 Metode Penulisan

Menurut Soekanto (1990:13), metode penulisan adalah faktor vang penting
dalam karya ilmiah, karena merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan
dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu metode penulisan juga
merupakan pedoman cara memahami, menganalisis dan mempelajari lingkungan
vang dihadapi sehingga tulisan ilmiah tersebut semaksimal mungkin bersifat
obyektifl Dalam hal ini metode penulisan yang digunakan adalah -

1.5.1 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan vang muncul, maka
pendekatan masalah sangat diperiukan dalam penyusunan tulisan ini agar
mendapatkan hasil yang benar, Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan
vuridis normatif. Menurut Soemitro (1990:11) pendekatan vuridis normatif yaitu
suatu pendekatan yang dilakukan  dengan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dokumen-dokumen sebagai dasar pemecahan

masalah.

1.5.2 Sumber Data

Suatu karva ilmiah membutuhkan data-data vang benar dan lengkap untuk
mencapal tulisan vang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. sehingga
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hasil penulisan ini lebih berbobot dan berkualitas. Sumber data yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini terdin atas
a. Sumber Data Primer

Menurut Hadikusuma (1995:65) sumber data primer adalah sumber data
dasar (sumber data asli vang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya
yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain). Sumber data primer
diperoleh dari hasil wawancara yang dengan pihak yang terkait yaitu Drs. Ec.
Mira selaku Kepala Sub Dinas Penetapan dan Pendataan, Drs. Ec. Munan, selaku
Kepala Sub Dinas Penagihan, Bapak Suyanto Kepala Seksi bagian Keuangan di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Bapak Untung selaku Kepala Seksi
Penetapan, Bapak Suharto selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Venfikasi, Ibu
Yulia selaku Kepala Seksi Penagihan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.
h. Sumber Data Sekunder

Menurut Hadikusuma (1995:65) sumber data sekunder adalah sumber data
vang diperoleh dan penelitian kepustakaan dan dokumentasi. vang merupakan
hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk
buku-buku atau dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi vang diperlukan berasal

dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data vang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah :
a. Studi Literatur

Metode pengumpulan data melalui studi hteratur i dilakukan dengan
mempelajan dan memahami undang-undang. peraturan pemenntah, peraturan
daerah. surat keputusan bupati, serta berbagai data vang diberikan oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember vang kemudian digunakan sebagal

landasan teon dalam penulisan sknpsi 1
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b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan
mengadakan wawancara. Menurut Soemitro (1985:27) wawancara adalah suatu
cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan langkah pertanyaan langsung
atau secara lisan kepada seorang pemberi informasi vang ditentukan pihak yang
tekait, dan melalui suatu proses yang sistematis didasarkan kepada tujuan yang
hendak dicapai. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Drs. Ec Munari
selaku, Kepala Dinas Penagihan, Drs Mira selaku, Kepala Sub Dinas Penetapan
dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah, Bapak Sujarwo selaku, Kepala Seksi
pertimbangan dan keberatan juga mengurusi pajak pengambilan dan pengelolaan
ahan galian golongan ¢, Ibu Yulia selaku, Kepala Seksi Penagihan, Bapak Untung
selaku, Kepala Seksi Penetapan Pajak Daerah, Bapak Suharto selaku, Kepala
Seksi Pembukuan dan Verifikasi di Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Jember.

1.5.4 Analisis Data

Menurut Hadikusuma (1995:99), setelah data primer dan data sekunder
diperoleh, data tersebut disusun secara kronologis. kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh dari
studi lapangan melalui wawancara dan studi literatur yang kemudian dituangkan
dalan bentuk wraian logis dan sistematis, selamjutnya dianalisis untuk
mendapatkan kejelasan dan masalah yang dikaji.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

s 5 ;I:‘I — _'
BABI oling JERICR

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORT ~

2.1 Fakta

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan
nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan dana yang cukup besar,
begitupun penyelenggaraan pemerintahan dacrah sebagai sub sistem pemerintahan
negara, dalam membangun daerahnya memerlukan dana, baik itu di Daerah
Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya Daerah
Kabupaten Jember.

Dana untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah berasal dari keseluruhan pendapatan daerah, baik itu berasal darn
pendapatan ash daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan bagian lain-lain
penerimaan yang sah.

Sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah vyang nvata dan
bertanggung jawab. Pengalokasian pendapatan dan pengeluaran tersebut dan
dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002 Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dagrah, terdiri atas - Pos Pendapatan Daerah dan Pos Pengeluaran Daerah.

Pos Pendapatan Daerah terdiri atas |
l Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu
(I  Bagian Pendapatan Ash Daerah

a. Pajak Daerah

b, Retnbusi Daerah

¢. |.aba Perusahaan Milik Dacrah

d Lain-lam Pendapatan Asli Daerah vang 5ah
111  Baman Dana Pennmbangan

a. Bag Hasi| Pajak

b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Dava Alam
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¢. Dana Alokasi Umum (DAU)
d Dana Alokasi Khusus (DAK)
¢ Dana Darurat
IV Bagian Pimaman Daerah
a. Pinjaman Dalam Negen (Pinjaman dar Pemerintah Pusat)
b. Pinjaman Luar Negeri
V  Bagian Lain-lain Dan Penerimaan vang Sah
4. Penertimaan Dan Pemerintah
b, Penerimaan Dari Propinsi
¢.  Penerimaan Kabupaten/Kota Jember
d. Penerimaan Lain-Lainnva.
Pos Pengeluaran Daerah terdiri atas :
| Belanja Rutin
4 Belanja Pegawai
b.  Belanja Barang
Belanja Pemeltharaan

Belama Perjalanan Thnas

S

Belanja Lain-lain
Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga
Pensiun dan Onderstanch

e e

Bagm Hasil dan Bantuan Keuangan
i, Pengeluaran yang Tidak T'ermasuk Bagian Lain
j.  Pengeluaran Tidak Tersangka
1T Belanja Pembangunan
a.  Sektor Industr
b.  Sektor Pertanian dan Kehutanan
Sektor Sumber Dava Air dan Ingasi

o

=N

Sektor Tenaga Kerja

¢ Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha, Keuangan Dacrah dan
Koperas

f.  Sektor Transportasi
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g Sektor Pertambangan dan Energi

h. Sektor Pariwisata

i.  Sektor Pembangunan dan Pemukiman

j.  Sektor Lingkungan HMidup dan Tata Ruang

k. Sekior Pendidikan, Kebudayaan Nasional. Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Mahaesa, Pemuda dan Olah Raga

l.  Sektor Kependudukan dan Keluarga Scjahtera

m. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak dan
Remaja

n. Scktor Perumahan dan Pemukiman

0.  Sektor Agama

p.  Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi

q. Sektor Hukum

r. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

s.  Sektor Politik Penerangan Komumkasi dan Media Massa

. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2000, 2001, 2002

Tahun Anggaran Belanja Rutin Belanja Pembangunan
(Rp) : (Rp) _

2000 148.762.931.925.16 54.396.329.557 26

2001 338.589.568.916,65 94 771.577.783,00

2002 344 338428328 48 148 181.910.376.00

Sumber Data - Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini
berarti, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember
merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan dacrah dalam rangka
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pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenubli target vang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, semua pengeluaran daerah dan
ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dilakukan sesuai jumlah  dan sasaran vyang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
menjadi  dasar bagi kematan pengendalian, pemerksaan dan pengawasan
keuangan daerah.

Terkait dengan usaha memenuhi target vang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah maka pemerintah Daerah Kabupaten Jember
melalui  Dinas  Pendapatan Daerah mempunyai prioritas utama untuk
meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari potensi daerah sendiri schingga
ketergantunpgan terhadap subsidi pemerintah pusat dapat dikurangi. Pendapatan
yang diusahakan sendiri dan menjadi wewenang pemenntah daerah adalah
pendapatan asli daerah, vang salah satunva digali dan sektor pajak daerah vang
hingga sckarang mempunyvai kontribusi vang cukup signifikan terhadap
pendapatan daerah.

Berdasarkan pada laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Jember diketahui bahwa terjadi peningkatan dan tahun ke tahun, demikian juga
telah terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah. Hal tersebut dapat

dilihat dalam tabel 2.2
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Tabel 2.2 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran

2000, 2001,2002 -
No  Sumber 2000 2001 2002
PAD Jumlah Jumlah Jumlah
Penerimaan Penerimaan Penenimaan
. ___(Rp) B R T i —
| pajak 4.015313.691.77 7.162.484.62592 9.795.713.163,00
daerah
2 retribusi 9.736.270.538.17 14.086.000.808,57 1769565340405
daerah
3 Laba 226263816784 232440000000 2.227363.188.52
BUMD
4 Lain-lain 967404 12900 286501938405 338648063200
pendapatan
yang sah
Jumlah 16.981.626.526,78 26437904 818,54 33.105.210.387.57
PAD

Sumber Data - Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

Pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah harus mampu
membiayai kebutuhan belanja rutin dan belanja pembangunan, Oleh karenanya
adanva upava peningkatan terhadap penerimaan pendapatan dacrah harus terus
dilakukan demi kelangsungan pembangunan daerah Berdasarkan Data Laporan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember diketahwn bahwa terjadi
peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahunnva Berdasarkan hasil
prosentase diketahui kontribusi pendapatan daerah terhadap belamja daerah pada
tahun anggaran 2001, 2002 cukup baik yaitu 109, 02% - 102. 08%. Untuk lebih

1elasnva hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Besamya Masukan Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Belanja
Daerah kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002

Tahun Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Dacrah  Prosentase
2000 205159261 48242  20.439.525.370.08 10.06%
2001 433361.160.69965 472478 143.250,56 109,02%
2002 462.520.338.204.48 502.813.694.503.52 102.08%

Sumber Data - Perhitungan Anguaran Pendapatan Belanja Dacrah kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002
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2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, maka dasar hukum yang dapat dipunakan

sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah .

]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
a. Pasal 78 ayat (1)
(1) Penyelenggaraan tugas pemerintah dacrah dan DPRD dibiayai dan
dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Pasal 79
Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas
a pendapatan ash daerah, vaitu :
1) hasil pajak daerah
2)  hasil retribusi daerah
3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kckayaan
daerah vang dipisahkan, dan
4) lain-lain pendapatan asli daerah vang sah;
bh. dana perimbangan,
¢. pinjaman daerah; dan
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
¢. Pasal 82
(1) Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang
(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retnibusi daerah
ditetapkan dengan peraturan Daerah sesual dengan peraturan
perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Penmbangan Keuangan
Antara Pemermtah Pusat dan Daerah
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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a. Pasal 1 angka 6
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung vang seimbang, vang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku. yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b, Pasal 2 ayat (2)
Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdin dan

Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran;

¢, Pajak Hiburan:

d Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan:

f  Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C:
g Pajak Parkir.

¢. Pasal 2 A ayat (2)
Hasil penerimaan pajak kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
avat (2) dan ayat (4} diperuntukkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen)
bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

a. Pasal 1 angka 1
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penvelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya sepala bentuk kekayaan vang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pasal 1 angka 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD,

adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah vang ditetapkan
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10

11

12

15.

16

berdasarkan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.
¢. Pasal | angka 10
Pencrimaan Daerah adalah semua pencrimaan kas daerah dalam periode
tahun anggaran tertentu
d. Pasal 1 angka 12
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas dacrah dalam periode
lahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Jember Nomor 8 Tahun
1998 Tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Tingkat II Jember Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak
Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember Nomor 12 Tahun
1998 Temang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gahan Golongan
C
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 88 Tahun 2000 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomeor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak
Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak
Parkir

. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pajak

Restoran

Peraturan Dacrah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak
Reklame

Keputusan Bupat Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 100 Tahun 1999
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pajak
Penganbilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
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16. Keputusan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak
Hotel

17. Keputusan Bupati Jember Nomor 112 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak
Parkir

18. Keputusan Bupati Jember Nomor 113 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor |4 Tahun 2002 Tentang Pajak
Restoran

19. Keputusan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak

Reklame.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pajak Pada Umumnya

Hukum pajak vang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dan
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masvarakat dengan
melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dan hukum publik, yang
mengatur hubungan — hubungan hukum antara negara dan orang - orang atau
badan — badan hukum vang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering
disebut wajib pajak). Hukum pajak memuat pula unsur — unsur hukum tata
negara dan hukum pidana dan hukum acara pidananva.

Menurut Adnani (dalam Soedargo, 1964:1), pajak adalah suatu pungutan
vang diadakan oleh negara dengan jalan paksaan yuridis untuk menutup
pengeluarannya tanpa memberikan prestasi kembali vang langsung dapat
drtunjuk.

Berbeda halnva dengan pendapal Soemitro (dalam Mardiasmo, 1992:1).
pajak adalah sebagai berikut

“Pajak adalah iran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(vang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra
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prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan kedua defimsi tersebul, menurut Brotodihardjo (1958:6)

menyimpulkan ciri-ciri vang melekat pada pengertian pajak adalah :

1.

pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang seria
aturan pelaksanaannya;

dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi
individual seperti pada retribusi oleh pemerintah,

pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pengeluaran pemernintah. vang
dari pemasukkannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk
membiayal public invesment;

pajak dapat pula mempunyai tujuan vang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Menurut Mardiasmo (1992:6) pengelompokan pajak diantaranya :

| Menurut golongannya;

d

b

2

a.

b.

lad

d.

pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendin untuk wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh | pajak penghasilan,

pajak tidak langsung, vaitu : pajak vang pada akhimya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

Menurut sifatnya.

pajak subyektif, vaitu pajak vang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya. dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. contoh:
pajak pemghasilan

pajak obyektf, vaitu pajak yang berpangkal pada obveknva tanpa
memperhatikan keadaan dan wajb pajak. contoh . pajak pertambahan

nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut lembaga pemungutnya;

pajak pusat vaitu pajak vang dipungut oleh pemernintah pusat dan
digunakan untuk membiavar rumah tangga negara contoh @ pajak

penghasilan. PBB. pajak penjualan atas barang mewah
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b. pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemenintah daerah dan di
gunakan umtuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdir
atas : pajak dacrah propinsi dan pajak dacrah kabupaten.

2.3.2 Pengertian Pendapatan

Menurut Mamesah (1995:29) “Pendapatan™ atau “Inkomen” dalam arti
revince atau penerimaan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran,
diperlukan sumber-sumber penerimaan, dalam hal ini untuk daerah dikenal
dengan Pendapatan Ashi Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal | angka 10
menyebutkan penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam
periode tahun anggaran tertentu,

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal | angka 12
menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah
dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Sedangkan vang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah seluruh
potensi daerah yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan sehingga dapal
menambah pemasukan daerah.

Pendapatan itu sendiri merupakan penerimaan yang menjadi hak dan
wewenang pemerintah daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba
perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan ash daerah yang sah, dimana
pemungutannyva ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dukumen Sub
Dinas Pendataan Dan Penetapan Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2002).

[Dalam rangka otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganva sendin dengan sebaik-batknya maka
kepada daerah dibenkan sumber-sumber pembiavaan vang cukup. Mengingat
bahwa tidak semua sumber-sumber pembiavaan diberikan kepada daerah. maka
kepada daerah diwajibkan untuk menggall sumber-sumber keuangan sendir

untuk membiaval pelaksanaan pemenntahan dan pembangunan daerah
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Pelaksanaan tugas tersebut secara operasional diserahkan oleh kepala daerah
kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menetapkan mengenai
sumber pendapatan daerah, yaitu pada Bab VIII pasal 79 sebagai berikut :

Sumber Pendapatan Daerah terdini atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, vaitu :
1) hasil pajak daerah
2} hasil retnibusi daerah
3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
vang dipisahkan, dan
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. Dana perimbangan:
Pinjaman daerah; dan
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah,

Sumber pendapatan daerah i mencakup seluruh potensi yang ada i
dacrah antara lain meliputi scktor pertanian, perikanan, petemakan,
perindustrian, perdagangan, dan parniwisata. Dari sektor tersebut kemudian
dievaluasi dan dirumuskan untuk dimanfaatkan puna meningkatkan pendapatan
daerah dengan dilandasi peraturan perundang-undangan vang berlaku yang
dituangkan dalam bentuk peraturan dacrah dan petunjuk pelaksanaan berupa
Sural Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Setelah 1tu masing-masing sektor tersebut dikelompokkan pada jemis
pemungutan apakah itu pajak daerah atau retnbusi daerah yang mempunya
fungsi dan peran vang penting guna mendukung penenmaan Pendapatan Ash
Daerah. misalnva -

1. Sektor Pertambangan mendukung penenmaan atas izin pengambilan bahan
galian golongan ¢

2. Scktor Perdagangan mendukung penerimaan atas izin reklame

3. Sektor Panwisata mendukung penenmaan atas 12in pertumjukan. (Dokumen
Laporan Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan Kantor Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember, 2003)
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2.3.3 Pengertian Pajak Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Bab [ pasal 1 angka 6,
menyebutkan pajak daerah adalah :
“luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan langsung vang seimbang, vang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, vang digunakan untuk membiayai
penvelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Kaho (1995:130), Secara rinci dijelaskan bahwa pajak daerah
adalah :
“pajak negara vang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.

Menurut Kaho (1995:131),Ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah
sebagai pajak daerah;

b.  Penyerahan berdasarkan undang-undang

c. Pajak daerah dipunpgut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-
undang dan atau peraturan hukum lainnya;

d lHasil pungutan pajak daerah dipersunakan untuk membiayal
penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau membiayai
pengeluaran daerah sebagai hukum publik.

Menurut Yani (2002:46) sebagai berikut :

“pajak dacrah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi
salah satu sumber pembiayaan penvelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, daecrah mampu melaksanakan otonomi vaitu
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan mengenai jenis pajak daerah
kabupaten‘kota, namun meski demikian daerah kabupaten’kota diberi
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannva dengan
menetapkan jenis pajak selain vang telah ditetapkan; sepanjang memenubhi
kreteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 avar (4)

menvebutkan sebagai berikut -
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Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain

yang ditetapkan dalam ayat (2) vang memenuhi kretena sebagai berikut :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi,

b. Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah kabupaten atau kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas vang cukup rendah serta hanya
melayan) masyarakat diwilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan;

¢. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum,

d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinst dan atau obyek pajak

pusat;

Potensinya memadai;

Tidak memberikan dampak ekononn yang negatif:

Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

= R A

Menjaga kelestanan lingkungan.

Dilihat dan sudut tempatnya dalam tata urutan sebagai bagian dari
pendapatan ashi dacrah maka pajak dacrah mempunyai tempat vang teratas
scbagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial

memberikan kontribusi disamping retribusi daerah.

2.3.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pemerintah
Daerah Kabupaten memiliki berjems-jenis pajak daerah, dimana pemerintah
daerah memungut sekitar 8 sampai 12 jems pajak daerah.

Menurut Devas { 1989 8) sebagai benikut

“pajak vang terlalu banyak menimbulkan beberapa akibat, pertama pajak
saling tumpang tindih, beberapa jenis pajak dikenakan pada objek yang
sama dengan dasar vang berbeda-beda, kedua tagihan kecil-kecil yang
dilakukan berulang-ulang, mungkin memmbulkan sikap enggan membayar
pada pihak pembayar pajak. Ketiga pajak dan pungutan kecil-kecil dan
banvak sekali 1tu cenderung memmbulkan simpang siur. sehingga sulit bag
pembavar pajak mengetahui apakah pungutan vang ditarik sah atau tdak™
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Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti diatas maka
dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyerderhanakan
sistem pajak Daerah dengan menghapus pajak yang dianggap tidak penting.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pada Bab Il pasal 2
dicantumkan ketentuan tentang pajak Daerah Tingkat 11, di mana pajak daerah
Tingkat Il terdiri atas

Pajak hotel dan restoran;
b. Pajak hiburan;
¢. Pajak reklame:
d. Pajak penerangan jalan;
e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c;
I, Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Selanjutnya ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak
berlaku lagi pada tahun 2000, karena pada tahun 2000 dikeluarkan undang-
undang pajak daerah yang baru yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 menyebutkan pajak

Kabupaten atau Kota, terdiri atas :

a. Pajak hotel;

b. Pajak restoran;

¢. Pajak hiburan;

d. Pajak reklame;

e Pajak penerangan jalan;

. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C:

Pajak parkir.

s

Penjelasan masing-masing pajak Kabupaten/Kota vang ada di Daerah

Kabupaten Jember sebagai benkut :

@  Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 pasal
I huruf g pajak hotel vang selanjutnva disebut pajak adalah pungutan
daerah atas pelayanan hotel Sedangkan menurut pasal 1 huruf 1. hotel
adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap

atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan
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dipungut bavaran, termasuk bangunan lainnya vang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pthak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 pasal
I huruf g, pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan
daerah atas pelayanan restoran. Sedangkan menurut pasal 1 huruf h,
restoran dan rumah makan adalah tempat menyantap makanan danfatau
minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 pasal 1
huruf f, pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan
daerah atas penvelenggaraan hiburan. Sedangkan pasal 1 huruf g, hiburan
adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan,
dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk
penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 pasal
| angka 6, pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas
penvelenggaraan reklame. Sedangkan menurut pasal | angka 7, reklame
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memuyjikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang vang
ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan/atau didengar dar suatu tempat oleh
umum kecuali vang dilakukan oleh pemerintah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1998 pasal
| huruf g, pajak penerangan jalan vang selanjutnva disebut pajak adalah
pungutan daerah atas penggunaan tenaga hstrik, dengan ketentuan bahwa
wilavah daerah tersebut tersedia penerangan jalan. vang rekemingnyva di
bavar oleh pemenintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomeor 12 |ahun 1998 pasal
| huruf e, pajak pengambilan bahan galian golongan ¢ vang selanjutnya

discbut pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan bahan
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galian golongan c. Sedangkan menurut pasal | huruf f, bahan galian
golongan ¢ adalah bahan galian golongan ¢ sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 pasal
I angka 10, pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan
daerah atas penyelenggaraan parkir. Sedangkan menurut pasal | angka 8,
parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

Sementara.

2.3.5 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pada pasal | angka 8,
subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
daerah. Sedangkan yang disebut dengan wajib pajak menurut pasal 1 angka 9
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang
menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang termasuk pemungut
alau pemotong pajak tertentu.

Apabila kita perhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 yang menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari
a) Pajak Hotel;

b) Pajak Restoran:

¢) Pajak Hiburan;

d) Pajak Reklame:

¢) Pajak Penerangan Jalan,

) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C:

g) Pajak Parkir

maka akan dapat diketahui, siapa yang termasuk sebagai subvek pajak dan wajib
pajak daerah tersebut.

Subyek pajak dan wajib pajak daerah vang dapat dikenakan pajak di
Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut
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Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 pasal 4
ayat (1), subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada hotel. Sedangkan menurut pasal 4 ayat (2), wajib
pajaknya adalah pengusaha hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 pasal 3
avat (1). subyek pajak restoran adalah orang prbadi atau badan vang
melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan menurut pasal 3 avat
(2), wajb pajaknya adalah pengusaha restoran.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 pasal 3
ayal (1), subyck pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2).
wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan vang menyelenggarakan
hiburan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 pasal 4
ayat (1), subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyclenggarakan memesan reklame. Sedangkan menurut pasal 4 ayat (2),
wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan vang menyelenggarakan
reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1998 pasal 3
ayat (1), subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan
vang mengunakan tenaga listrik. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2), wajib
pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan
atau pengguna tenaga listrik.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 pasal 3
ayat (1), subyek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah orang
pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian
golongan c. Sedangkan menurut pasal 3 avat (2) wajib pajaknya, adalah
orang pribadi atau badan pribadi vang mengeksploitasi bahan galian
golongan c.

. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 pasal 5
ayat (1). subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan usaha yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

menyelenggarakan usaha tempat parkir yang dapat dikenakan pajak
Sedangkan menurut pasal 5 ayat (2), wajib pajaknya adalah orang pribadi

alau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir.

2.3.6 Obyek Pajak Daerah Sebagai Sumber Pemasukan Daerah

Obyek pajak daerah adalah sektor atau potensi daerah yang dikenai pajak
sebagal sumber pemasukan dacrah. Sedangkan obyek dari sumber itu diperoeh
dan luasnya lapangan pajak daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan
pajak yang tidak dipergunakan oleh Negara atau dengan perkataan lain,
lapangan pajak daerah merupakan sisa dari lapangan pajak setelah dikurangi
dengan pajak negara vang ada.

Menurut Aim (1985:193) ruang lingkup pajak daerah

a. lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak vang belum
di gali oleh negara (pusat);

b. sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak vang telah di pungut
daerah:

c. selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah
tingkatnya tidak boleh memasuki lapangan lapangan pajak dari daerah
vang lebth tinggi tingkatnya.

Lapangan pajak bagi Daerah Kabupaten/Kota ialah lapangan pajak yang
belum dipergunakan oleh Negara atau Daerah Propinsi. Akan tetapi ada pajak
tertentu  yang termasuk pajak daerah propinsi. namun pemungutannya
diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota vang nantinva terdapat bagi hasil
atas perolehan pajak tersebut.

Obyek pajak daerah yang ada di Kabupaten Jember, sebagai berikut -
| Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 pasal

2 ayal (2), obvek pajak hotel adalah setiap pelavanan vang disediakan hotel

dengan pembavaran di hotel. Sedangkan dalam pasal 2 avat (3), obvek pajak

tersebut meliputi

a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

b. fasilitas penunmjang amtara lain telpon. faximili. telex. foto copy.
pelayanan cuci. setrika, taksi dan pengengkutan lainnyva, disediakan atau

dikelola hotel:
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fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam
renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon dan fasilitas lain vang
disediakan atau dikelola hotel;

Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,

2. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 pasal 2

ayat (2), obyek pajak restoran adalah setiap pelayanan vang disediakan

restoran atau rumah makan dengan pembayaran.

3. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 pasal 2

ayat (2), obyek pajak hiburan adalah semua penvelengaraan hiburan.

Sedangkan menurut pasal 2 ayat (3), penyelenggaraan hiburan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

o m

e e

h.

pertunjukan film;

pertunjukan kesenian dan sejenisnya:
pagelaran musik dan tari,

karaoke;

salon kecantikan,

permatnan bilvard,

permainan ketangkasan dan sejenisnya;
pertandingan olah raga:

usaha periwisata lainnya.

4. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 pasal 2

avat (2). obvek pajak reklame adalah semua penyelengpgaraan reklame.

Sedangkan menurut pasal 2 avat (3 ). penvelenggaraan reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :

=zl

& 0

reklame papan;

reklame kain:

reklame melekat (stnker):

reklame selebaran:

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
reklame udara;

reklame suara;
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h.
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reklame film/slide;
reklame peragaan.

3, Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1998 pasal 2

ayal (2), obvek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga

listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya

dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 pasal 2

ayat (2), obyek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah kegiatan

cksploitasi bahan galian golongan c. Menurut pasal 2 ayat (3), bahan galian

golongan ¢ sebagaimana dimaksud pada avat (2) meliputi :

8.

b.

e
d

&

e S

asbes;

batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;
garam batu;
grafit:

granit,

g1ps;

kalsit.

kaolin;
leusit:
magnesit.
mika:
marmer.
nitrat,

opsiden;
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aa
ab
ac
ad
ae
af
ag
ah
ai

a

ak

al

oker:

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;

phosphat;

talk;

tanah serap (fullers earth):

tanah diatome:
tanah liat;
tawas (alun);
tras;

yarosit,

zeolit:
phiropilit;
Onyx:

kavu kersik;

napal/pedel.

30

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor [3 Tahun 2002 pasal 3

ayal (2), obyek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan usaha tempat

parkir. Sedangkan menurut pasal 1 angka 9, tempat parkir adalah tempat

usaha di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor vang

memungut bayaran
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan

scbagai benkut ;

LI

Kenvataannya di Daerah Kabupaten Jember masih ada potensi daerah dari
scktor pajak daerah yang belum secara optimal tergali. Utamanya dan pajak
penerangan jalan, akibatnya hingga tiga tahun terakhir ini penerimaan dari
sektor pajak dacrah hanya memberi kontribusi setiap tahunnya berkisar
23.45% hingga 29 58%. Prosentase pertumbuhan seperti ini dikatakan tidak
signifikan karena sekitar kurang lebih 70% banyak berasal dan retribusi
daerah, laba badan usaha milik daerah, pendapatan lain-lain yang sah.
padahal scharusnva penerimaan dan sektor pajak daerah harus lebih besar
dari yang lain karena pajak daerah seharusnya sebagai penopang utama
penerimaan daerah yang terbesar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan asli
dacrah berusaha uniuk taat asas yang meliputi tahap perencanaan.
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang bertugas
memungut sumber pendapatan asli daerah kerap kali menghadapi hambatan
dalam memungut pajak daerah. Untuk mengatasinva Dinas Pendapatan
Daerah  Kabupaten Jember telah meningkatkan intensifikasi dan
ekstensifikasi  pemungutan pajak daerah serta pemanfaatan faktor

pendukung vang ada untuk meningkatkan pendapatan ash daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penvusun memberikan saran-saran

schagail benkut

Hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat mengusulkan

perubahan Peraturan Daerah yang baru tentang pajak penerangan jalan dan

46
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pajak pengambilan bahan galian golongan ¢ karena Peraturan Dacrah yang
mengatur hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi
masyarakat.

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengintensifkan
adanya pengawasan melekat terhadap kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya membantu Bupati dalam
melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan
bidang pendapatan,

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selalu berupaya untuk
meningkatkan sumber daya kelembagaan dinas melalui pendidikan dan
pelatihan sehingga para pegawai/petugas  Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.
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Pijnie Daerils, yung sclanjutnyn diselul i, adnlade fvean wit} s
'_""‘—\-_._.___,,

yang dilnkukan olch QUnng  prionc: nlau b u:l an kepaeln Daerah
HErpa fnbaden langsung yang seimning, vz dipal dipuksakan
bevdassckan perittuenn peraneang - widangan ying berlaku, yang
cigunnkng ustuk mendisinys Peayelenganman  pemeritialin
Daeral dan peinbinguran Dueral,

Bactun adaluh sehumpulin orang elan/utau modil yans merupaka
Kesaluan baik yonz o melakukan  usaha Maupun yang ldass
melakukan weahy ying melipull pevseronn terbatas, porseroun
Rommnditer, perseroan i tnya, Uadnm Usahn Milik Megura atai:
Querah dengan nama dun dalam bentuk ipapun, Lirma, kongs!,
periumpulan,

koperagi, dinn Pensiun, persekutun, SOyusan,

QrFUNisAS masy, Drgatisasi sosinl politik, alay Crganisusi yung

sgieniy, lembaza, benlule usaha tetnp, cdan be niuk badan lninnya,

bL.l_Jck Pujak  ndaluh orang  pridach  wlag Badan ying  cdapal

ciltenalkan I'jnk Dacrak,

Wajils Pudak adafah orarg pribadi nlau badun Yang meaurul
<elentunn peenturin ,*?i:rl.mdung—L::H‘hlugnn pPevpajakan Dacral
diwaibkan untuk Miclikukan pembayiran pijuk yang ierutang,
lermansh Pombisgul aliy pemolony sajnk leitoniy,

Masa Pajak adalal Jangka wikty yang lamanya sama denann
fsalu) bulun takwim alay Janzkd wakie lain yang citelapkan
Gehignn Kepulusan Kepala Daergh,

Tl Pajak acnlal Jungka wakty Yang homanyn 1 (gale) taliun
Mkwiin kecuall bilg Wajib Pujak Mengeunakan lahun buku yang
telak sama dep an tahwn dakwing,

Fajak yang werutnng acdalah pajak yung harug dibas Jar pada sualy
saal, dalam Masa Pujak, dalum Takug Pajak, atou dalan bagian
Tiliun Pagnk menurul keleniwn periliaen perunding - undingan

Berpajukan Maeraly,

130 Pemungutuny
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P90 Pemungutin  adalult  sualy rangkainn  kegilan  mulad el

penghinipunan datn objek  din subjek  pajuk sl Relritaugi,
Pencitbian besnenya pguk alau Ketdbus sy lerdling saimpal
Kegintun penagihan pajuk atau Relribusi kepada Wajib Pajak nlau
Wajib Relvibusi serin PENZawnsan penyclaorannya,

sttt Pembgreilahuan Fjak Dacrah, yang dapal disingkal SIPD,
aclulaly surat yapg clel Warjth Pajik digunakan untuk nelagorkan
penghitangnn dan/aliu pentbayuran pujuk, Objek Pijak dan/Zosau
bulnn Glijek Piguk, dan/alau harta dun kewnjilban, mentpu

elentuin periluryn perundung-uwucdangnn perpajnkian Quesih,

Surnt Selon Pajuk Dnernly, yang dapal disingkal SSPO, nelitlali suvat
ying oleh Wajib Pajnk digunakan unluk melikikin nmbiiyaran
Al penyelornn pijak yang lerutung ke Kas Oueeal atau ke lesznt
pembayaran lain yang dilunjuk oleh Kepnla Deevsh,

Sural Keletapan Pagak dacraly, yang dipal disingleat SKFD, nelalahy
sural Keletapan pujuk Jang mepenlukan besuenya jumiyh kol

pajak,

Sural Ketenpin Pajak Dacraby Kiang Bayay, g clupal digivelkad
SKPDKH, adilal supnl Keletapan pujnk ying mencnlukan besarnya
Jumlah pokelk pijuk, Jumlall keeclit pujak, jumlah kekuringzan
pembayican  pokok pajuk, besarnya sanks administensi, dan

Junslah yang masih lueus dibaynr, |

Sural Ketelapan Pajak Dreral; Kurang Bayar Tibahan, yung capat
disingka! SKPDKUT,  adalah syt Relelnpan  pujok yang

menertusan lonibalian alas jumlaly pojak yans telih ditetipkar,

i

suvat Keletapan Mijuk Daesah kebih Yayae, yiang dapat disingkal
SKHDLB, adalal sural keletapan pajak yung menenlukan fumialy
kelebiian  pembaya PR limaan et 1 aan pajuk lebik
besar duvipada  pajak yang  lerulaihs atau  lidak sehavHEnya

ernknng,

20, Suen
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Relribuai Daciah, yany selanjuloya. disebul  Hewibusi, azdalak
;:._lm;gu.lnn Caetnh sebagal pembaynean alas jusa alau i m b i
ein tevtenta ying khosus disedinkug dandatau dibervikan alah
Peresintil Duerah untuk kepeatingan orang pribadi alay bacan,

Jasa adulah  kegistan Pemerintuh Dacreh berupa usahia dan
pelayanan yang menyebablkan buving, fasilitas, atau kemanfnalan

lninnya yang daput dinikmali olel orang pribaci alau badan,

Jasa Upninn adalah jasa yang disediakan alau dibevikan olely
Pemerintilt Dacralt untuk lujuan kepentingan dan kemuanlanii
winny serti dipat dinikmati oleh orang pribadi atau badnn,

Jusa Usahia adalah jasa yang disediakan cleh Pemerintah Dncrali
dengan menganul prinsip-prinsip komersial kavend pitedn dasaiyn
ciapul el disedinkan oleh scklor swosla,

Pepizinnn Tedtenly adalah legiatan levlentu Pemervintaly Dacran
ditlam vatieka peanberian izin kepada owng pribadi atw badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaluran, pangenchliin
din pengawasan atng hegintun, pemanfatlan Cuang, peaggiidis
sumber doya tlam, barang, peasargin, savana alau fasilitiy lertentu
guna melindung) kependingan vemm i aejugl kelestarinn

lingkungun,

Wajib Retribusi adalal orang pribudi alin badan yang menurul
peraluran  perundang-undungan  Reliibus cliwnjibkan  unluk
melakukan  pembaynean  Relvibusi, lermasux  pemungul  alau

pemolang Netribusi lertentu

Muasas  Heleibusi adalel sualy jangka  waklu lerieniu yeng

merupikan batas wakly begh Wajib Relvibusi unluk aetannfnalkan

jasa dan pemizinan lectentu  dav Pemerindah  Dageals yang

Persanzaiilan,

a9, Sl
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Retetbum Unerab, yang selonjulnya. disebul Relribusi, adalal
punguinn Dacrah schazal pewbaynrvan alas Jusa alau pembechin
dein lertente yang khvsus diseelinkan doanditnu dibeeikan oleh

Pemerintaly Daeealy unluk kepentingan ovang pribadi ataw badan.

Jusa adnlabh kemintan Pemerinluh Daerali berupa usahia dan
pelayaran yang menyebabkun buvani, fasilitas, alau kemanlagtin

laintyn yang dapal dinikimati oleh oring pribaci alav badan,

Jasa Umum adalah jasa yang disedinkan .alau diberikan olel
Pemerintuly Dascalt wiitik lujuan kepentitrean dan kemnntanbg
J| | &

wmuim seity dapal dinmiat 22l senes siilaal & bBadan,

Jusa Usabia neelab jasa yang disedizkan olely Pemerintah Dacrals

dengan menganul pringip-prinsip komersinl kavena pada dasarnya

ditpal pula disedinkan oleb sektor swasts,

Petizinan Tertenlu adalah kegiatn tectentu Pemeciniah Dacrah
dalam vtk pemberiun fzin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan unluk pembinaan, pengaturnn, pengencdalinn
dian pengnwasan wlis keginlan, pemanfuilan Cuang, pengsunaan
sumber dayan ainm, barang, prasarana, saeana alav fasilitu, lertenlu
guna melindungi kepentingan umum dan menjugd kelestavian

lingkunzan,

Waib Retvibusi adalall ovang pribadi aliy Badan yane menury!
pecaturan perupdang-undangan  Beleibusi  diwajibkon  nntuk
melakukan  pembaywrnn  Releibusi, 1cemaguk  pemungul  alat

pemolong Keliibugi tevlenti,

Masa  Belvibust udalah sualu janska  waklu lerlenlu yang
merupakan batas waklu bagi Wajib Retvibusi unluk memanfantkan
Jasi dan perizinan levtentu  davi Pemerintalh Daecab  yana

bersangkulan .
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S Stlarin Retellus Dacrah, yang dupal clisingkul S5RD, acliah
SUrl ynng wleh WAL Reliibus digunanbkin untuk  melnkusan
pembayatan wtau penyalorun  Kelvibusi yeng, leruling ke wns
Daerah atay ke lempatl pembayaean lain yang diletapian aleh
Kepaly Daeralr,

Sural Kelelopan Relvibusi Daeraly, yang dapat disingkal SKRD.
adalude sural keletapan Relribusi yang menentukan besariys posok
Relvibusi.

sural  Keletapan  Retribusi Dacraly  Lebih  Baya, yang dapal
disinglenl SKKDLY,  adalah  surat kelelapnn  Retribusi ying
menentukan  juminh  kelebibian pembayaran Relvibusi  kavena
Jumlal lkeedit Relvibusi lebit besar davipaclh Relribusi ying

lerutang ninu ticale seharusnya levutany,

Asural Tagilian Relrilsusi Juerali, yang dapal disingkat STRD, wdalnh

stval - untuk  melakulan  tagihan Releibugi . cdan/atay  saris
administrasi berupa bunga dan/alau denda.

Pemeriksann  aculah serungkaion  kegiatnn  unluk menen,
mengumpulkan, mengolah datn dun/atay Keterangan luinnya
untuk  mengujl kepeluban pemenuhan  kewajiban perpajukan
Daerah clnn Retvibusi dan untuk tjuan lain dafaos raglka
melaksannkn kelenlunn pernlurin perindang-undangan

Perpajakan Bacrad dan Refiibusi.

Penyidikan tingdak pidnna ¢i bidang perpajakar Duceall elun
Retribusi adalah  sevungkaian Hndakan yang dilakukay o=
Penyidik Vegnwai Negevi Sipil, yang selanjulnya die~

untuk mencarl serla mengumpulzan bl

membual lerane tindak pidana i |
Retzibusi yang lerjudi serla menen b

Ilp::ill-\l':

Wkl el

¢. obek .,
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Keteatwen Pugal 2 ayat (13 ayal (2, wyal €0, dan wyat ) diukbaly,
- ? 0 )

serla ayal (57 dan ayat (G) dibapus, sehieen keselueulaiy Pasa) 2

st bevitkal

i

barbunyr sela
“Pasnl 2

Jenis pajak Propinsi lecdivl davi

do Pajuk Kendavaun Bepmotor dan Kr.;.uu':'.r:mn di Atas Al

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermelor dan Kendiraan di Alus A

¢, Fajak Duhan Bakar Kendavann lerimolor;

o Pajak Pengnmbilan dan Pemanfantan Air Uawah Tanak dan P,
Fermukaan, '

Jeiis pajnk Kabupalen/Eola levdivi dag -

i, Pajak lelel;

b, Pajak Restorin;

. Pajuk Hiburan;

c, Pajak Rekliume;

L]

Mjak Penerangun Jalan;

.

Fagak Pengambilan Baluin CGalian Qulongun C;
%. Pajak Parkir,

Kelenluun tenlang objek, subjek, dan  dasar pengenaan pajak
sebagnimane dimaksuel elalgn nynd {IIJ then ayal {2) distue ot I
Feraluran Pemerintah,

.
al

IJ::ng!,nn Peraluran  Daerabr  dapat dilelapkan  Jenis pajak

Kabupslen/Koti selain yang ditetapkun dilam ayal (2) yurg

memenulu keiterin sebagai bevikul :

i, bersifnl pajak dan bukan Relribusi;’

b, objek ;:ul:inlc levletak  ataw  teedapal di  wilayuh  Daecan
I{,Iubu Ptend Koty yang bersanghulan dan mempunysi molliits
yang cukup rendab serln hanya melayani masyacakat ]

wilayul Daerah Kabupaten/Kola yang bersangiutan;

. g, hjeki.
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¢, oluek dan casar pengenann pajak bdak berlealangin deagan
kepentingan wmuni; '

cd, objei paak bukan merupalon objek pijak Peoping dan/aliu
abjek pajuk Pusat,

¢, polensinya mempndal;

[, ek memberikan dampak ekonomi yang nevilil;

2. memperinlikanw aspek keadilan dan kemsmpuan masyavakal;
i

I, menjago kelestarian lingkangin.

(3) clihmpus,

(G} dibaptis.”

. Di anlara FPasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dual Pasal yaitu
Pasal 2A dan Masal 208, yang berbunyi sebagai bevikiul
“Pisul ZA
(1) Masil penerimann pajak Propingl scbagaimuana dimaksud dalam
Pagddl 2wyl (1) sebaginn  dipecuntultian  bsgi  Daesh
Kabupaten/Kota di wilnyah Propingi yang bersangiutan dengan
ketettunn sebagal beriktul;
[ l']usir;:u::n‘.{:rilmw.n jak Bendurann Bermotor dan Kendaraan &
Atuwg Alr dan Oea Balik Nama  Kenduraan  Uermoler dan
Kenduwrnan di  Algy Alr disedahkan  kepady  Dacral

Kabupalen/ Kot puling sedikit 30% (liga puluh persen);

b, Vasil pencrimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermolor
ciscrahikun kepads Daerah Kabupaten/Kota paling sedikil 70%

(lujulipulih persen);

G Pasd
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€. Hosil pencrinuan Pajak Pengambilun dan Pemanfeatan A
Cuwiall Tunals dan Air Permukian cisorahilenn kepndn Diera

Kabupulen/Kold paling sedikil 70% flUJuw julul persen),

(2)  Hasil penesimann *'m_]nL Kabupalen a:,lmc'm muna cinpksud dalar
Pasal 2 nyal (2) can ayal (4) diperunlukkan paling sedikit 10"
(sepuluh persen) bagi Desa di wilayalh " Dacrah Kubupalen yan,

bersanzkulun,

(&) Dagign Daerah Kabupalen/KKola sebagaimpna dimaksud cdan
ayal (1) diictapkan lebily I; anjul deagan Peveluran Doerab frosing
aengin mul:pm]mi:kun wpek  pemevalenn dan polensi anlu

Daziah Wabupaten/Kota,

(h - Uaginn Desa sebuguimann dimaksud dalam ayul {2) ditetapkan
dengan Feraluran  Daeruh Kabupalen dengnn memperhintikan
SR peimernlanm dan palensi antar Desa,

(9} Penguunasn  bagiun  Daeral J{;L'!_:rupn'.cm’.’{om sebagnimang
cimaksud dalam ayal (1) diletapkan sepenubinyn oleh Dacrals

Kabupalend Kotn

"Pasal 20

(13 Dalam hal hasil penevimaun prjak Kubupalean/Koln dalam sualy
Mropins crkonsentrasi  padi sejumninly kecil  Daerah
Kabupalen/Kotn, Gubernur berwening mevealokasikan  hasil
pencrimann pajak lersebul kepaca Daerah Kabupulen/Kota dalam

Propinsi yang bersanslutan,
| &

(23 Dulain bl abjek pajak KabupalendKola dalum salu Peopins yang
Bersiful linlas  Duersh Rabupaten/Koln, Gubernpp Berwenang
wnlui merenlokasitan hasil penerimuar pajuk lersebul keped

Paerah Kabupaten/ Kela yang lerkait,

() Realekasi .,
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flealokast sebozaimann dimaksud ditlamy ayat (1) dan ayat ()

dilakukan oleh Cubernur alas dassr  kescpakatan yung dicip.s

antnr Doeral Kabupaten/iola yung lerkail dengnn merselujuna

Dewan, Perwakilun  Rakyal Dperah  Kabupalen/Ksia yarg
)

Bersnmae ki lan™

Keletitean Pasdl 3 diubaly, sebingza Keseluruban Pasal 3 Berburyi

schuzni Gevikul

v Hiasal 3

Tarif jenis pujak sebagaimana dimnksud daluny Pasnl 2 wyat (1) dan

iyal (2) diletnpkan paling linzgi sebesar

w. Pujak Kenclarasn, Germotor dan Kendaradn ai Alas Air 5% (Has
[PArSEm;

b, Ben alik Nami Kendavaan Bevmolor dan Kendavaan di Alus Ade
| 0% (sepultth peesen); .

¢, Pajuk Bahan Bukar Kendnaan Bermalar 5% (lima [perseny;

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatun Air Bawah Tunuh dan Al
Permukiun 20% (dua puluh persend; |

e, Pajuk Folel 10% (sepulub perseny;

l. Pajok Restoran 10% (sepuluh persend;

2. Pajak Hiburan $5% Chga puluh i pessend;

It Pajuk Reklame 25 % (dua pululy B BLSEN);

i, Pajak Penerangan Jalan 1036 (sepuiuh perseny;

o Bajak Pengirabilan Dahan Galian Goelonzan C 20% {dus puiub
persen);

k. Pajak Parkiv 20% (dua pulub pevsen).

Tl pojak sebagnimana dimaksud dalam ayal (1) huvula, hucal b,

hrul o, dan husuf d ditetepkan seragam di seluruh Indonesia dan

dialur dengun Pernlurah Pemesintah,

(3) (Fawedl i
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(BTl pagink sebagaimana dinmaksued dalam syae (0 baead" gy baval
[, baral s, buead by head ) weat' j, dan boeal ke ditelapkan gaengan
Perntusn Daeraly,

(4) Besarnyun pokol pajak dihitung dengun mengalikan lavil pajnl
sebagnimana dimaksud dalam aynl (1) dengnn dasar pengerun

gk

5,  Ketentuan l'asal 4 diubah dengan menambal 2 {dua) uyat, yaitu
ayal (5) dan ayal (G), sehinggn kescluruhan Pasal 4 berbunyi

sebivenl Berilowd 3

“Pusal 4
(1) Pajak diletapkan dengan Pecaluvan Dacralh.
(2} Peraluran Dueral lenlang Pajak Lidak capal beelaku sural
(3) Pernluran Dacsah lentang Pajak sekicang-Kurangnyd ineagaiuy
ketentuwin mengenai
i, nama, olzjek, dun subjek pajak;
b, cisae pengeniin, tal, dan cera penghilungan pajuk;
¢ wileyall pemungutin;
cl. minsa pajak;
¢, penclapin
[, latd carn pembaynian dan penagihun;
2. Kedaluwarsa,
Ii. sanksi acdiminislraz; dan
1. langanl mulal beclskuny.
(4) Peraluran Dacesh lentang Pajalk  dapal mengatur  ketsntuan
TMeigeni
A pemberhut pensusangan, keclivganan, i pomacbazan dalam
bal=-lal tertenlu stug pokok pajak dinZalau sanksinyi;

o R
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b, tidiv e penghapusin piulang Pitiivs yang kednluwisa,
b '

€. azaz lavbal Badik

(5) Peraduran Daceah sebigaimann dimaksud dalim Pusal 2 ayat (4)
haeus teclebih dalyuly cigosiulisazilnn tengan masyarnkal selbelun
citetapknn,

() Ketentuan mengenal  Lla ecarn i mekanisne  pelaksanaan
sosialisnsi Perituran Daerl sebagninana dinlesuel eulan nyad (5)

ditelapkun olel Kepala Duoeah

i, Ketenluan Pasl § diltnpus,

2o D wplarn tasal 5 dur Pagal 6 elisisipkan 1 uatud Pagal iy

Pasal BA ying Berbunyi sebagai berikul :

“Pasal GA

(1) Dalam vitlhg Pengawasan, Peraluran Daerah sebagnimani
dimidesud dalam Pagal 2 Ayl (43 dam Pusal 4 wval (1) disimanikan
Kepadd Pemerinih paling lama 15 (lima belag) hael sctelah

ditelaplan,

{2} Dalam  hal Feraturan  Daeraly sehagaimana  dimaksud clalam
dyat (1) bevlentanzan dengan kepenlingan  wmunm  dan/atau
Pesiu i ;?:.'."u:Muu-Ll;m.-'.::'._4..".:1;!!_'-! Jnng eoly linggi, Femertitak

dapal membatalkan Peraturan Dierah divaaksud.

(3] Pembutulan sebaguimana dimaksud  elulag ayat (2) dilakukan

piding L 1 Galu) bulan sejuke ditevimanya Peraturan Ditecah

dimaksuel,

(4)  Ketenluagp sebaguitinng dimalesud el avat 113 dig ayal (2)

cifaksinakin sesuaf petitlucan PeRe e vy berfiky

8. Kelerlunn
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o Kelentvan Pasal 18 diubaly, dan ditambah 3 (ign) ayal yaitu
ayal (43 ayst (0); dan ayal (), sehingen keselusubnn Pusal 13

Lerbunyi sebagal berikul ;

Witnsal 18 |

(1) Objek Relvibusi lerdivi dari ;
6. Jusa U,
- i JusacUsadg

oo Pepleingt lerleniu,

[

Releibugi cibugl stas Liga golonwas :
4. Retribugi fasa Umumg
b Meleibires Jomy, Ugilint
e Relvibost Paitiinn Perlenti,
() Jerisjems Retvibusi Jasn Umum, Releipusi Jasa Usali, don Relebus)
Perviginam  Terlemlu sebagaimuny  dimaksud  dalum nyal  [2)
ditelapkan dengan Fevalurun Femerintah berdesarkins kefteria
sebagul berikul
0 Reterbus fusn Ui

1. Relvibusi lasa Umum bepsifal bukan pajak dan bevsifal

Bukawr Betribust Jasa Usalie ndou Reteibugi PeeizinanTerlientu;

2, jusa yanz bersangkulan merupakan kewenanzarn Doerah

dadin vungia pelaksanuan desentralisasi;!

S jusd lersebul memberi manfuul khusus bagi orang pribadi
alaw bacen  yang diharuskun  membayar Releibusi, di
saniping untuk  melayani kf::p::ntjngnn-dun kemunfaatan
uanum; .

9o Jasa teesebut fuyek untik dikenakan Relribust;

9. Relobust bdak berlentnngan dengan kebijukar niionul

mengenai penyelenganaannys;

6. Relribust .., '
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G. ilelribusi dapat dipungut seearm efekiil it elifizn, ser
meeupakan salub saly sumber pendapitun Dueraly yong
prbensindy el

7. pemungutan Releibusi memungkinksn' penyedinan  jusa
levsebul dengan tingkat dandatan kaalitus pelayanan yang

lebilt baike,

B, Retribusi Jasa Usulia @

1o Retvibusi Jusy Usaha bersili! bukdn pajak dan bersifal bulin

Reteibusi Jasa Umum ainu Relribiusi Peeizinan Testenius din

Jusioyang bersingkutan adalaly Jusn yang bersifut komery sl

i

yung scyogyanys disediakan olel sektor swast Il beltim
memndal wlag leedapataya hara youve cchinaliky Zelik e sai
Duerall yang belum  dimanfaatkarn secaca penuh oieh

Peierinial Dierah,
¢ Reteibusi Pepizinan Terlenty

Lo pevizinan leesebul lermasuk  kewenanenn nnerintahan
; &
yang diserahkan kepada Daergh dalum  ra ngka asas

desentralisasi;

Z. perizinan tevsebul benar-benne diperiukan guna melindunsi
i et

Kepentingnn umurd; dan

3. biayn yang menjudi beban Daceal datus penyelenngirian
izin levsebul dan ., biayn untuk menanggulengl dampak
negnlif dari’ pemberian izin tersebui citkup besar sehingza
lnyak <dibiayai dari Reteibusi perizinan, .

{(4)  Dengun Peviluran Dacrah dapat ditelapkan jenis Relriv s seluin

yang diletupkan dalam  ayat 1(35 sesuni dengan kewenangan

oloneminyn dan memenuhi keiteriy yang lelah ditetaplan,
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sl penevinguin, jenis Reivibusi teetetn Daarad Kabogniten
sebivaing eigerunukinm ke Desy,
Bagion Lesi sebignimpnn dimaksud dalim pynl §6) ditetnpkan

s Petaluavan  uicraly  Kabwpulen  deszin

nal
O

lelahy  Innjul  den
memperhatikin aspek keterlibatan Besa dalam penyedinan layanin

lerselul?

[
L

Ketenluan Pusal 21 divbah, schingga keseluruhan Pasal

Bevbunyj sebagal bevikut

“Pasal 21

o ringipdan sasiean dalin penclupan lavil ditentukan ssbasai berikul

i

¥

o O

10

(1)
(2)

uptuk Releibusi Jasn Umium, berdasarkan kebijakan Dasrah elengan
memperlimbangkan bikya penyediaan jasa yang bursangkutar,

kemampuan masysrakal, dan aspek keadilan;

unluk Reteibusi Jasn Usabia, berdnsarkan pacde lojunn wntul

memperalel keuntungan yang layak,

unluk Retribual Nevizinen Terlentu, bovdnsackun padi ligusn wistuk
menulup scbagiun alau seluruh binya penyelenzearann pemberian

N yahg bevsanglulan -

Ketentuan Pasal 24 diubab, dan ditambab 2 (dua) avat yailu
ayat (5) dan ayat (6), sehingen keseluruhan Pasal 24 berbuny

sebagai bevikut

“Pasnl 24
Retribugs diletaplur dengan Pesaluvan Daeeal,

Pernturan Dieval lenlang Retribusi lidak dapal berlaku surul,

(3)  Peraloean ..
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Peraturan Dacralt lenting Releibos sekiang -Rursny nyn mengatur

Beten i il

e, abjek, dan subjek Releibugi,

b, galongnn Rebribust sebagudamimg dbmnkeuzl gl Fusnl 18
wyad (2}

eocar mengukue lingkal pengeuni Jelsi yi bersangkutan;

i prinsip yang dianut dalam penetipan strusbie dan besarnya
taril Relvibusi;

G struRiue dan besarnya lail Reteibusi;

I, wileyni pemungutan:

&o=lidacarm eiming i,

0, sanksi administvasi

b e cava penagilian; dan

Jo Aangealmulai berlalunya,

Perdturan Daerah lentang Retribusi dupal mengaiir ketentuan

niengeal

o masa Retvibusi;

b, pemberinn keringanan, pengurungun, dan pembebasan dalum
al-hal weetentu ulus pokok Relribusi dan/itay sanksinya;

¢ lalisava penghapusan piuliong Re'ribusi yang Kedaluwarsa,

Pevaluran Daeval untuk jenis-jenis Retvibusi yang lergoleng dalam

Retribusi Pevizinan Terlentu harus terlebih dakuly disosialisnsikan

dengan masyarikel sebelum ditetapkan,

Ketenlian mengenal lata eara dan  mekunisine peliksanaan

sastafisasi Peraluran Dacral sebagaimana dimaksud dadam ayat ()

diletapkin olelt Kepula Dasrah -

T Kelertugsd .o
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Relentvan Pusal 25 arhnpus,

-

T2 Diastaen Masal 25 dor Pasill 20 digisipkin T Gntu) Pasu yiltu Pusad

S0 Yoy beebiany sebmgni vkl

“Tsal 254

(13 Balam Cang ke pengawasan, Termdaran  Dacrah sebugalinasa
cimadesied elitann Pasul 18 ayil 1) dan Pasad 24 ayal (1}
cisidmpatilong kepadn Pemerimh Paling lama 15 Uiwa Gelns) havi
seleinh citelnpkan,

(22 Daluie ka! Pernturan Cucrealt subigainin thimniang dalasi
dyat (1) Bevlentine gon dengnn I-:::]:{:J:til*.;;;,q bimuwin dansalay
Pt i ,-mn.:nc!n.u-_r,u‘n-.u-n:fﬂ.r‘.g:m yang lebil lingsgl, VelRerintal;
dapul membatalkan Peraturan Daglah dinakyud

W Pembaty! oznbaestiiinn dimalnel daiieit wyit (2) dilitkikan
bating lami 1 (ealu). Bulan sejak dilerimunyn Peratinm Deeral

ksl

Y Kelentuan Selvtentiinnng dinsiksuel ek aval g dun syl (23
thiliksanakan sengud [RERluran pery I'IL-u-.I Srundingan vanyg belnky,

a0 Kelentunn Pusidl 80 civbaby dan di ng b ayal £2) dan ayel (3)
rrfmu.pkm Tfeniw) ayat yaity -1;,11 Za, sehingga keseluruhan Pasal
36 berbuny: seougal berikul :

“Pasal 36

(1) Setiap pojaba ciluring memberilvhukin kepads pihik lain segaly
Seslaly yang diketahul alag dibervitehiukan Repagianyn glah Wajils
Pijak ditlin Vangia jubatan atay peliedjnitrinyn unlul e enjhiankan
el pevatura perindirg- Helanzan PECDRjaRAN Duarah,

(€)' Lurunedn ..



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I i

|1

A . i@

-\1~ i, K
ed; i
Sk

TRESIDEN

(2) Litlsiiea e

MRS R A LTy el o B Eelnky Juze
etk g ahli yung n:J.itmleuI-: Bl Kepaiy, LAtth Wil
Membanty ditlam Belaksinpan Keten gy

Wiigdy
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. Retgntuln  asnl 92 diuwball, sehinges  Reseluruhes’ Fosel 22
oerbunyt ssbasal Berjkut |

””=|5|:1|. '|" -

(1) Vejubal Peguwai Negeri Sipil levtenhi di lingkunzan Pemerintal
Dacean  diber. wewenung  khusus  sehagal  Penvidik  untuk
el ki penyicikiog Unduk pidana ¢f bidang perpajakan Daciah
atipn Retitbus, scbogmimans diniaksud dalivn Undeng-unedans
Flultuny Acara Pidana vang bevlnku,

V2 Wowerang Penyidik sebagainmna climicksuel clnl;ufn ayat (1) adulaly
i menering meneiri, mengumpulkan, dun meneliy keterangan

alivw lapornn berkenaan dengnn lndak pidann di bidang
perpijitkan Dacrah dun Retribusi agar kelevangan wlad laporan
tevsebu!l menjedi lebih lengkap dan jelas;

Do menelil, mencari, dan mengumpulkan keterangas mengenal -
orang peibadi atay badan tentyng kebennean perbusinn yins
dilakukan  sehubungan dengan lindak pidana perpajakan
Dreral dar Retribusi;

< moraninorelerutgan dan bahan bukli daci orang seibadi atau

. Bachtn selubungen dengan Hndak pidang o biding pe ‘pijakan
Daernls e Relidusi
o memeriksa  buku-buku, calwmtan-catatan, dan  dokumen-
* dokumen lain berkenuan dengan lindak pidann di bidang
perprjakin Daerah dan Reteibusis

¢ mentkunn pengeeledahan unluk mendapatiin bahan bukti
pembukuan, penedlalan, dan dokunen-dokumen lain, serts
meikukan penyitaan lerhadup bahan bukti larsebut

[, meminta bantuan lennga anli dalan rangka peluksanasn tugas
penyldiken lindnk pidana i bidang perpajakan Dacrah dan

Betvilist

menyurul ..,

Lt
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2. menyurul berhenti thand alau melirnng seseorang
Weinggalian vuangan stau lempat pads sanl pemeriksian
sedang bérlnngsung dan mermeriksa identitus omng dan/atnu
dokuitien yang dibawa sebagaimana dinukeud pads huruf e

He memwbeel seseorang yang berlaiten densan lindule pidana
Pepaiukan Duerah dan Helribus;

oemebnsinagil orntg unluk didengar Lelerirgennyn dun aiperiks
selipgut tessangka alau saksi: i

Jo mienghentiten penyidikan,

Rootnelakukun tindikan laie yaog pecle oweituk kelnsearan
peayiciken lncak pidang di bidihg perpajakaen Diceahl dan
Reteiliugi metierul I:_u}:um JHE L‘lcrl:u'.;g\-gun{_-;_];LW;-‘.:J.

(3) Penyiclik sebaguimuna ditmnksuc o ayal {17 mremperilobukan

dimulivingy penyidizan dan menyampaikan baal penyidikanive
i

sepadic Penundal Uniwm melalui Ponyidik pejebat Folisi Negaea

Republik Indonesin, sesuni dersun kelentuan yisg dintur dalem

Undang-wicang Mukum Acive Pidana yung beriku

Pl Il

Fada saal Undang-undiig ind muls beslaku semun Meialurn Cuetih
lenting  Pajak dan Porntusan Deepah lenlitng Beteibusi yunsg lelah
ciajukan kepnda Menteri  Dalam Megeri  Untuk  encnpelkan
pengesahan  bLevdnsurkan  kelentuan Undang-undang Nomor. 18
Tahun 1997 sebeluin Berlekunyn undanz-undang i, sepnnjang tidax
bevlenlangan dengar Undang-undang il dapal dilarsanakan tanpa

memerlukan pengesahan lersebul,

:[";LE:J.] L

i
Uneung-undang ini mulai beraku pada tangsal diundangkan,

ﬂgzl Tl
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HERPUBLIL NP ONE STA

Agur selinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangun

Undang-uidung inf dengan penciipatanngi dalom Lembaran Neguw
Bepublile Indoagsin,

|
|
|
Disalkan i Jakasin
padu lunggal 20 Desainber 2000
FRESIDEN REPUBLLC INCONESIA,

ttcd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundanghkun di Jakaria
Pacle tanzgal 20 Desamber 2000
SEKRETARIS NEGARA REFUDLIK INDONESIA,
td
DJCHAN EFFEND

LEMUARAN NEGARA RLPUBLIK IN SONESIA TAHUN 2000 NOMOR 240

i

SARIAT KABINET 1
B Permturnn

0
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FHEPULLIK INDONESIA

PUNJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAMUN 2000
ENTANG
PERUIEAT AN RHAS U."JDJ‘-..NG=UND."'~NG BEPULH INDGN ESLA
NOMOR 18 TAHUN 1997

PTG Vot SATIALE DAN R PR ATRIAL)

UMUM

Berdascrkan WUndang-Unding Casar 1545 yang menempatkan perpyjakan sebaga
salaby salu perwjudany Kewifing kenegora any ditegaskun bl penempatan beban
kepada rakyal, seperl puink dan lain=lain, hurus ditetapkan dengan undang-undarz,
Dengan demwikinn, penun Sulan Pajak Dacral dan Relribusi Dacvah harus didasarkon

ey J."!i]él.'ll'-_',*lII‘.l.'\Iu.'I"x_’,.

sesual  denzan seimangal  Undang-undeng Nomor 22 Tahun 1999 tentaug
Pemerintabun Daerah cun Undrmg-undiang . Namer 25 '['.';ELL'in 1998 tentung
Pecimbyngan melangan antarn Perterininh Pusil dan Bacrak, **.n'rrm.‘aﬂ Pendopatin
dan Belarje Dacenh bersn abag e ehng] Perssdipatan Asll Dacenh ciil penerimann LU
Dana Perinbaaran yung bersumber davi Anggaran % 11tLLrﬁLtm. JILH elanja Nezava.
Pendrpatan Agli Daerah, yang wistarn lain .J\.J.L-. pa Pajuk Dacrah dan Rets ibusi Daerah,
diharapkan menjudi sulah sty sun ey pe 1'I1Jh'£}’...u..r'l penyelengearaar pamerinlahan
dan pembangunan Daevid; untul meningkatkan dan memeratakan kescinhlernan
masyuvikal, Dengan demikis iy Diterah mampy meinksonakin clono omi, yaitu mampy

mengalur dan mengurus rumah fangzanyd sandivi,.

Sejalan dengan tWuan yang {agin dic..pu dengan pembenlukan undung-undang ini,
maka undang-undang Ini, menels phan kelenluarn- -kelenjuan pokok yang membeskan
pedeman kebijnlkan dun aethin bgi Daevely dalam palakennian Femingulag puiak dia
Retvibusi, sekaligus mensiapkun peagalutii unluk menjamin Eenciupan prossdur umun

perpijakan Doerah dan Retribist Daeran,

Pajak ...
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DA} R TREGE THEAEDREAT) ST PR NE RINMAAPANDRPAT KHAST SaHR4AN ) FADY

DAN BAG] HASIL PAZAK /BUKAN PAJAK S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2001

KABUPATENR JLMBCR TAHUN ANGGARAN 2001

. [ AHUN ANGGF-.R!&!_\I 2001 | a
MO AYAT JEMIE PALAK | RETRIZUES B o e 1
BAGIAN 1.2 PAD
POS @ 1.2.1 PAJAK DAERAH '
1| oo4 |Py Hotel dar Hestorsn | 260.000.000,00 203 783.910,00 | 112,88
2 005 | P|. Hiburan | 245.000.000,00 170,884 250,00 | B3.T1
3 0049 |Pj. Reklame J 300,000.000,00 236,081, 400,00 | 112,03
4 QO (P Penerangan Jalan i 5.200.000,003,00 5.580.328.506,00 | 107,32
5 Q08 |P|. Pengambilan dan Pengoiahan | 95.000.000,00 B5.808.208,82 | 101,058
Aahan Gallan Golongan © |
i P, Peman, Ar Bawah Tanah G00.000.000,00 E75.452.251,00 | 1258
JLMLAH POS 1.2 1 8.670.000.000,00 7.181,830,825,02 107,37
PO5 0 1:2.2 RETRIBUS| DAERAN
1| o0t [Rel Pelayanan Kesskatan
a REUD ¢ 0av.ooD.0o0,00 | 6998.338.002.07 | 9882
LoPHAB 340.000.000,00 326.210.612.00 | 95,94
| Ambulan B0.0U0 000 DO ——) 10245 890,00 137,81
7.500.000.00000 | 743279479407 | g5 1p
d. Dikes 1.778.000.000,01 1,752.816.200,00 58,58
e PHA B0 000 000,00 92340 63500 | 11544
I LAKESDA 57.000.000,00 50.556.000,00 | 104 55
1.615.000.000.00 |  1.004.784.635,00 | gg 47
9.415.600.000,00 |  9.337.559.629.07 | g0 1
2 002 |Rel P Persampahan i<abargikan 72.000.0043,00 136.934.470,00 | 190,19
3 ON3. |Red. Pangganl| Blaya Cata';
| a. Kard Tanda Perdudak 20,000.000,00 135.600.500,00 | 660,00
|b. Axta Catatan Sipn | 953 471.000,00
[ 20.000.000,00 235 671.500,00 | 1179.38
4| o4 [Ret Pelay Permakaman / P.Mayat 500.000,00 500,000,000 | 100,00
5 005 |Ret. Parkir df depi Jalan Umnom 510 596 000,00 532.822 200,00 104 37
B COB  |Ret Pasar !
@ Fasar Umurm 1.450.000.0040,00 18007 15.245,00 | 10988
b Fagar Hewan 150,000 000,00 116.649.000,00 i
| 1.800.000.00000 | 1.629.424245,00 | 107,02
T 007 [Rel Permaaarm Kehakaman 1.500.000, 00 250000000 | 16667
2 012 |Rel Pemakaian Kekayaan Daeran
a. Sewa Tanah Bangunan 8.000.000,00 B.427 300,00 | 104,15
B, Sewa Alat Baral 32.000.000,00 42.930.500,00 | 134,18
. Sewa Lapangan Olah Haga 18.000,000,00 5.3690.300,00 | 33,50
d. Rumah Dinas = 10.000.00G,00 18,352 180,00 183 62
&7.000.000,00 76.110.280,00 | 113 8p
B | D13 (Rel Pasar Gresir { Pertakoan
~Tempat Pelelangan lkan 10.000.000,00 11.713.387.00 ] 11713
10| 014 |Ret. Terminal 525.000 000,00 571.021.80000 | (08,77
11 917 jRel. Temp, Fosangraban
a Rembangan 100.000.000,00 105.000,000,00 | 105,00
k. Kebonagung 72.500.000,00 B0.000.000,00 | a2 7a
- 172,500,000,00 165,000.000,00 | g5 g5
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BEMERINTAN KABURPATEASJEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Javea Momaor 72 Telpon 337112-337755 Jember 68121

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD TAHUN ANGGARAN 2002

Halaman 01,
) TAHUN ANGGARAN 2002
NO. | KYAT JENIS PAJAK | RETRIZUSI | g T =
13+13 |PENCAPATAN ASLI DAERAH 49 431.995.403,00 8102299149427 16391
12 PENDAPATAN ACLI DAERAH SERDIR % 268 963 700,00 38,184 247 534,47 145,38
121 TPOS PAJAK DAERAH 5,525 500 000,00 6795.713163,00 154 86
1 | 004 |Pajak Hotel dan Restoran 300,000.000,30 35,000.350,00 112,03
2 005 [Pajak Hiburan 150000 000,00 114.535,293,00 76,36
3 006 |Pajuk Reklame 365,000 000,00 373631 000,00 102,36
4 00T [Pajak Pererangan 5,400.000.000.00 §.650.905 672 00 164,09
b (08  |Pajak Pengambilan dan Pengelahan Gelongin C [10:500.000 00 110.545.645,00 100,04
122 |POSRETRIBUSI DAZRAH ' 1726976570000 2118423299300 12287
4 | 001 |Retibus Pelayanan Kesehatan ) |2.238,188.700,00 15 530.103.813.0u 126,90
['- s 002 |Retibusi Peleyanan Fersampanan/Kebershan [0, 000,000, 00 161.47(.635,00 61 47
3 003 |Relnbust Pengganuen Biays Celak 76 000 000 00 | 145.893.500,00 194 52
4 004  |Retribusi Pelayanan Femakaman SO0 000 00 | 525.000.00 105,00
] 005 [Relnbus Parkdr Ditepi Jalan Uinian 520,000 003,00 550.772.000,00 105,92
8 006  [Retrbus Pasar 1,%15.000.000,00 2182645 81200 11398
7 037 |Retribusi Air Bersih .00 0,00 0,00
8 008  |Refribusi Penguiian Kerdaraan Bennator 0,00 | 197,207 500,00 |- 0,00
g 009 |Retrous Pemadam Kebakaran 2.500.000 00 2.500.000,00 100,00
10 010 [Retribusi Pengaunaan Barang Cetak Peta 0,00 0,00 0.00
11 12 |Relnbusi Permakaian Kekayaazn Daeral 150.000 000,00 123 646 150,00 0,00
12 013 |Retnbusi Pasar Grosir danf Pertokoan 10.500.000,00 10.550.250,00 100,48
13 014  iRetnbusi Temminal 525.000.0ub.00 530,157 450 00 100,58
14 015  [Relnbus: Tempat Khusus Parkir (.00 I 0,00 0,00
15 D16 |Retribusi Tempat Penthpan Ajak 000 0,00 000
P 017 |Retribusi Tempal Pesangrahan 183.700.000,00 165.000.000,00 a5 62
¥ 018 |Retibus Penyedalan $akus 0.00 000 0,00
18 019 [Retrbusi Rumah Polong Hewan 114.000.000.0¢ 116,083.000,00 101,83
19 020  {Relnbust Tempal Pardalaran Kapal .00 0,00 0,00
20 021  |Retribusi Tempat Hekreas: dan Olah Raga 10,000,000 00 144.125.500,00 102,95
2 022 |Reldbusi Penyebranazn di alas ail 0,00 000 0,00
22 | 023  Relibus Pengolahan Limbah Ar 0,00 .00 0,00
23 024  |Rstribusi Pen| Produkst Usaha Dagrah 10737500000 107 575.000:00 100,18
24 025 |Retrbusi lzin Penggunaan Tanah 0.0¢ 0,60 0,00
25 026  [Relnbusi lzm Mendinkan Bangurian 275.000.000,00 268.135.083,00 87.50
L] 027 |Retribusi [zin Tmp Pen] Mineman Alkohal 000 Q.00 0,00
n 028 |RHetribusi lzin Gangguan 10000000 00 10.758.750,00 107 60
28 029  |Retribus lzin Travek 18 000.000,00 24.427 500,00 135,71
29 030 |Retribusi lzin Pengh! Hazil Hutan lkutan .00 0,00 0,00
K1 031  |Retnbusi dasa Tungay 435,000.600,00 438 677.200,00 100,38
# 032  |Retrbusi Penggunann Jaian Rabupalan 450 000 600 00 | 475.974.250,00 105,77
1 033 |Retribusi jin Pengelolasn Petambangan Gaiengan G 'I 0,00 0,00 0,001



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

S T .
Lampiran IT

P,

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
e DADAN KESATUAN BANGSA DAN LINIAAG
Jalan Letien 8 Parman No 89 &= 337853 Jember

PR T o i o N e AN
Peomoed s GAN03/436.46/2003.
Sy Panilics

Lawpiran 2

Pesai 1 1in Depelition

Jember, 02 MET 2003

LEEPADA

Yth, SDR. KA, DISPENDA
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